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DASAR HUKUM

PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP
13 Tahun 2015 tentang SNP

Berbagal Peraturan Menteri Pendidikan
mengenal SNP

Permendikbud No0.28 Tahun 2016 Tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar

dan Menengah



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN

NA

NAL

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak
yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu

(2)Warga negara yang memiliki kelainan
fisik, emosional , mental, intelektual |,
dan /atau sosial berhak memperoleh
pendidikan khusus

(3)Warganegara di daerah terpencil atau
terbelakang serta masyarakat terpencil
berhak memperoleh pendidikan layanan
kKhusus

(4)Warga negara yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa berhak

moamnarnleh naendidilkan  Ihiicrice

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan pemerintah
Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintan Daerah berhak
mengarahkan , membimbing , membantu dan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundah -undangan yang
berlaku

Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa
Adickrimininac
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menjamin

bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi.

Kebijakan nasional dan standar nasional

pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan A
nasional .

FasilitasiSP,PTKyang diperlukan untuk

menjamin terselenggaranya pendidikan yang - -
bermutu .

Pengembangan standar nasional pendidikan

serta pemantauan dan pelaporan ® -

pencapaiannya secara nasional

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

«



Permendikbud mengenal Standar Nasional Pendidikan

1 Standar Kompetensi Lulusar Nomor 202016 3 kali
2 Standar Penilaian Pendidikal Nomor23/2016 3 kali
3 Standar Isi Nomor21/2016 3 kali
4 Standar Proses Nomor22/2016 3 kall
5 Standar_ P_endidik dan Tenag Nomor12/2007, 162007,
Kependidikan 24/2008, 252008, 26/2008
6 Standar Sarana dan Prasara Nomor24/2007, 402008
/ Standar Pengelolaan Nomor19/2007

8 Standar Pembiayaan Nomor69/2009



SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH (Permendikbud 28/2016)

Pemerintah Pemeri
Evaluasi ntah Daerah
PencapaiarMutu
Pemetaan
IS ol
StandarMutu

AENEIR PENINGKATAN

STANDAR SATUAN MUTU
PENDIDIKAN

Badari Lembaga
Akreditasi IMPLEMENTAS
—_— PENINGKATAN
Audit Mutu
Eksternal Pelaksanaan
/V Penjaminan
7 \)
AMINAN N\\S‘ Mutu
Penetapan
Akreditasi

SISTEMPENJAMINAN/ MUTU EKSTERNAL
$ ¢

SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Perencanaan
Peningkatan
Mutu

Fasilitasi
PemenuhanP
eningkatan
Mutu

Inspeksi




Meningkatnya
kemampuan

satuan pendidikan

dalam

menjalankan siklus

penjaminan mutu
pendidikan yang
dapat diidentifikasi

dari :
Aperubahan
pengelolaan;
Akebijakan dan
implementasi
kebijakan;
Akemampuan
dalam
memetakan ;
Amerencanakan
melaksanakan
rencana

pemenuhan mutu

yang disusun;
Amemonitor dan
mengevaluasi

mekanisme yang
telah dilakukan.

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PMPoleh Satuan Pendidikan

Terwujudnya
peningkatan mutu
pendidikan pada
satuan pendidikan
yang ditunjukkan
dengan :

A Meningkatnya
kompetensi
pendidik dalam
menjalankan
proses
pembelajaran
mulai dari
perencanaan
hingga
penilaian,

A Pengembangan
kegiatan
ekstrakurikuler,

A Meningkatnya
pengelolaan
sarana
prasarana dan
keuangan,

A Kerjasama dan
keterlibatan
seluruh
pemangku
kepentingan.

AAdanya
peningkatan hasil

belajar peserta

didik dan hasil uji

kompetensi dan
penilaian kinerja
pendidik dan
tenaga
kependidikan;

APrestasi satuan

pendidikan
beserta anggota;

ATerwujudnya

lingkungan
belajar yang
menyenangkan;

AAdanya

penghargaan
serta dukungan
finansial
pemangku
kepentingan.

ATerbangunnya

budaya mutu
dengan
terlaksananya
penjaminan mutu
yang
berkesinambung -
an dan
berkelanjutan
pada satuan
pendidikan



Tujuan dan Hasil Pengembangan

Sekolah menerapkan penjaminan mutu
pendidikan secara mandiri;

Sekolah meningkatkan mutu sesuai Standar
Nasional Pendidikan;

Sekolah berbudaya mutu;



POTREGPMI

u TERHADAP PELAKSANAAN PMP

u

Pelibatan unsur dalam pelaksanaan
Prinsip keterlaksaan SPMI
Pemberdayaan organisasi TPMPS
TERHADAP PENINGKATAN CAPAIAN SNP
Rapor mutu
Perubahan perilaku
Inovasi
TERHADAP BUDAYA MUTU
Komitmen
Kesadaran

Kemandirian



POTRET TERHADAP PELAKSANAAN PMg

Kebijakan
Pemerintah
(Kurikulum, SNP,
lainnya )
. ViskMisi,
Y Taa Kebijakan sekolah
<D Usaha
’ Dokumen
Pemetaan perencanaan
Dokumen Evaluasi ‘ Mutu pegglfgl];? n(?::
Diri Sekolah :
rencana aksi
Penetapan Penyusunan
Standar Mutu REMGEIEL
Pemenuhan
Laporan hasil Evaluasi/
evaluasi : Audit Peliﬁzr;%an Output:
A Pemenuhan 8 SNP € :EIEUGEEER [ Capaian Kualitas
A Implementasi dari Rencana sekolah sesuai 8 SNP

rencana aksi




POTRET TERHADAP PELAKSANAAN PMP

3 ‘ MANDIRI |

‘ TERSTANDAR

‘ AKURAT

‘ SISTEMATIK

‘ BERKELANJUTAN

‘ TERDOKUMENTASH




. . Kepala
Organisasi At
Pendidikan
A struktur
A kinerja
A dukungan
Tenaga
Dewan Guru Kependi%ikan

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,
dan mengembangkan sistem penjaminan mutu
pendidikan;

menyusun dokumen penjaminan mutu yang terdiri
atas dokumen kebijakan, dokumen standar; dan
dokumen formulir;

membuat perencanaan peningkatan mutu yang
dituangkan dalam rencana kerja satuan
pendidikan;

melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam
pengelolaan satuan pendidikan maupun proses
pembelajaran;

membentuk tim penjaminan mutu pada satuan
pendidikan; dan

mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan

POTRET TERHADAP PELAKSANAAN PMP

Ketua Tim
Penjaminan Mutu Pendidikan
Sekolah

Pengembang Tim Monev
Sekolah Internal

mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan
mutu di tingkat satuan pendidikan;

melakukan pembinaan,  pembimbingan ,
pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku
pendidikan di satuan pendidikan dalam
pengembangan dan penjaminan mutu
pendidikan;

melaksanakan pemetaan mutu pendidikan
berdasarkan data mutu pendidikan di satuan
pendidikan;

melakukan monitoring dan evaluasi proses
pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah
dilakukan; dan

memberikan rekomendasi strategi pemenuhan
mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi



Hasil Pemantauan dan Pendampingan
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POTRET TERHADAP PENINGKATAN MU

Standarr
Kompetensi |
Lulusan

Standar: Isi
Standar’ Proses
Standar: Penilaian,
Standar Pendidik-
dan Tenaga
Kependidikan
Standarr
Pengelolaani
Standarr
Pembiayaan
Standarr Sarana:

Berkelanjutan

Penilaian Il :
Skor: x+y+z
Penilaian |:
Baseline  SKor: x+y
Skor: x —

dsté é é é . .

Kondisi Setelah 1
tahun |

Kondisi Setelah 6
bulan ||
implementasi

Kondisi Setelah
pelatihan dan L
pendampingan

Pendampingan

Kondisi awal penjaminan mutu

Pendampingan
penjaminan mutu

Pendampingan

Pelatihan dan penjaminan  mutu

pendampingan awal
penjaminan mutu

dan, Prasarana:



gugus Il SD/MI. Ampenan:
' A dewan guru bersama -sama membuat:
kontrak - kerja. meliputi- waktu. sekolah,

pembagian tugas, dll. yang kemudian- di
tanda tangani  bersama.



CONTOH PERUBAHAN PROSES PEMBELAJARAN
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Sebelum :

- Penyusunan RPPkurang memasukkan
muatan lokal

- KBM masih terpusat pada guru
- Tematik kurang tampak
- Pengaturan kelas masih tradisional

- Penilaian kurang otentik dan
komperhensif

Setelah :

-  Memasukkan muatan lokal
dalam pembelajaran

-  KBM sudah berpusat pada anak
-  Tematik sudah mulai tampak

- Pengaturan kelas sudah mulai
bervariasi

-  Penilaian sudah otentik dan
komperhensif



Perencanaan, pelaksanakan,
pengendalian, dan pengembangan
sistem penjaminan mutu internal
merupakan tugas satuan pendidikan
dasar dan satuan pendidikan menengah.

Ferencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengembangan
sistem penjaminan mutu eksternal
merupakan tugas dari pemerintah dan
pemerintah daerah, Lembaga
Standardisasi Pendidikan (seperti BENSFP),
dan Lembaga Akreditasi (misalnya
Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga
Akreditasi Mandiri) sesuai dengan
kewenangan masing-masing.






